
MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR  52  TAHUN 2014 

TENTANG 
PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih  hidup dan sesuai 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan 
terhadap masyarakat hukum adat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat :  1.  Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IXA dan Pasal 28I Bab XA 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun; 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor  1 tahun 2014
tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Tahun 2014;

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN 
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM 
ADAT. 

SALINAN 

www.regulasip.com



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

   
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki 
karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum 
adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat 
tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, 
serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, 
budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun 
temurun. 

2. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan 
beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, 
dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara 
berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang 
diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan 
berupa tanah ulayat atau hutan adat. 

3. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis 
maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah 
laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang 
diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati 
untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum 
atau sanksi. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan 
pemerintahan di daerah 

5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 
 

Pasal 2  
 

Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan  
masyarakat hukum adat. 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN PANITIA 

 
Pasal 3 

 

(1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, 
bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat 
kabupaten/kota. 

-3- 

(2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua; 
b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai 

sekretaris;  
c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota; 
d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan 
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e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai 
anggota. 

(3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota. 

 
BAB III 

TAHAPAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN 
 

Pasal 4 
 

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan 
melalui tahapan:  
a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;  
b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan  
c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.  

 
Pasal 5 

 
(1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan 
masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat. 

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mencermati:  
a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;  
b. wilayah Adat;  
c. hukum Adat;  
d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan  
e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat. 

(3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi 
dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.  

(4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) 
bulan.  

Pasal 6 
 

(1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan 
rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan 
validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4). 

(2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan  
masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat 
Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah. 

(3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih 
kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan  masyarakat hukum adat 
ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah. 
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BAB IV  
PENYELESAIAN SENGKETA 

 
Pasal 7 

 

(1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan 
validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka  masyarakat 
hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia. 

(2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan 
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat 
dilakukan 1 (satu) kali.  

 
Pasal 8 

 
(1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap Keputusan Kepala 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), dapat 
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. 

(2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 9 
 

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan 
Masyarakat  dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. 

(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan 
dan perlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya. 

(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat di 
wilayahnya. 
 

Pasal 10 
 

(1) Bupati/walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan 
masyarakat hukum adat kepada gubernur. 

(2) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat 
hukum adat kabupaten/kota di wilayahnya kepada kepada Menteri melalui 
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan 
pengambilan kebijakan.  
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BAB VI 
PENDANAAN 

 
Pasal 11 

 
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan 
masyarakat hukum adat dibebankan pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan 
d. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 12  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  Ditetapkan di Jakarta 
  pada tanggal 7 Juli 2014. 
 

MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

ttd 
 

 

GAMAWAN FAUZI 

     Diundangkan di Jakarta 
     pada tanggal 11 Juli 2014. 

     MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 
 

AMIR  SYAMSUDIN 

      BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 951. 
Salinan sesuai dengan aslinya 
     KEPALA BIRO HUKUM, 
 

 
 
   ZUDAN ARIF FAKRULLOH 

             Pembina Utama Muda (IV/c) 
               NIP. 19690824 199903 1 001.  
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